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BUPATI ACEH UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (9), pasal
1O ayat (2) dan Pasal 13 ayat (3) eanun Kabupaten Aceh Utara
Nomor 9 Tahun 2OlO tentang Bea perolehar Hak atas Tanah
dan Bangunan perlu diatur Sistem dan prosedur pemungutan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
bahwa berdasarkan perlimbangan s6fagaim2ns dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan peraiuran Bupati Aceh
9t"r" tentang Sistem dan prosedur pemungutan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara ltembaran
leSara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor Sg, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 196O Nomor 104, Tambahan Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2O43);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 19g3 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (l-embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telahd_iubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2O2l tentang Harmonisasi Feraturai
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O21
Nomor 246, Tambahan [.embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6736);
Undang-Undang Nomor 2l Tahun 1997 tentang Bea perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimani telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 iahun 2O2O tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2l Tahun l99i
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO2 terLtan g pengadilan
Pajak (lembaran Negara Republik Indonesia Tahu; 2OO2
Nomor 27, Tambal:ran I-embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4189);
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6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20O3 tentang Keuangan
Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3
Nomor 47, Tambah'an kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan pandemi
Corona Virus Deases 2019 (Covid- 19) dan/atau Datam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O2O Nomoe 134, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6516) ;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20O4 Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tattvrl 2OaO
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-
Undang Nomor I Tahun 2020 tentang Kebijakal Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/ atau
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
Menjadi Undang-undang (trmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan
Aceh (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O6
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tamtsahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4
tentang Pemerintahan Daerah (I-embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan t embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tengan Cipta Keq'a
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentane Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

13.Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010 Nomor 9,
Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor
t64l;
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MEMUTUSKAN:

MenetapKan :PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG SISTEM DAN
PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
l. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh

Utara.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara yang

selanjutnya disebut DPRK adalah Unsur Penyelenggara
pemerintahan Kabupaten Aceh Utara yang anggotanya dipilih
melalui pemilihan umum.

5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten terkait selanjutnya disebut
SKPK terkait adalah SKPK yang membidangi Bea perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan.

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang
perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

7. Kantor Pertanahan Nasional adalah Kantor pertanahan
Nasional Kabupaten Aceh Utara.

8. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang
selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas
perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan.

9. Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB adalah mencakup
seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam
menerima, menatausahakan, dan melaporkan penerimaan
BPHTB.

10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang
selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

11. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adaLah
perbuatan atau peristiwa hukum yarrg mengakibatkan
diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang
pribadi atau Badan.

12. Hak atas Tana} dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah,
termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya,
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang
pertanahan dan bangunan.

13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pqjak, yang
mempunyai hak dan kewajiban perpqjalan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perserozrn
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan
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organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

14. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat pembuat Akta Tanah
Sementara/ Pejabat Lelang yang selanjutnya disingkat
PPAT/ PPATS, adalah pihak yang berwenang menerbitkan Akta
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

15. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, dan memperta.nggungiawabkan uang
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan ApBK pada
BPKD Kabupaten Aceh Utara.

16. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional
yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan ApBD pada
unit kerja SKPD.

17. Bank yang ditunjuk adalah pihak ketiga yang menerima
pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak.

18. Dokumen terkait Perolehan Hak ata.s Tanah dan/ atau
Bangunan adalah dokumen yang menyatakan telah terjadinya
pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/ atau bangunan.
Dokumen ini dapat berupa surat pe!'anjian, dokumen jual
beli, surat hibah, surat waris, dan lain-lain yang memiliki
kekuatan hukum.

19. Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB, yang selanjutnya
disingkat SSPD-BPHTB adalah surat yang oleh Wajib pajak
digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran
pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang
ditetapkan oleh Walikota dan sekaligus untuk melaporkal
data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

20. Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan adalah
dokumen legal penetapan pemindahan hak atas tanah
dan /atau bangunan dari satu pihak ke pihak lain.

21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan
besarnya pajak sampai kegiatan penyetoran pajak kepada
Bendahara Penerimaan.

22. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Aceh Utara.
23. Pengurangan Pajak adalah pemberian keringanan pajak yang

terutang atas Objek Pajak.
24. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut pBB

adalah pembayaran atas kepemilikan, penguasaan, dan /atau
pemanfaatan bumi dan/atau bangunan oleh orang pribadi
atau badan.

25. Nomor Objek Pajak yang selaqiutnya disebut NOp adalah
identitas unik bagi objek p4jak yang digunakan dalam
administrasi PBB.

26. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disebut NJOp adalah
ha-rga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang
terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi
jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga
dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau
Nilai Jual Objek Pajak pengsanti.

27. Nilai Perolehan Objek Pajak yang selanjutnya disebut NpOp
adalah dasar pengenaan BPHTB.
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28. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena pqjak selanjutnya
disebut NPOFTT KP adalah suatu jumlah tertentu dari NpOp
yang tidak dikena-kan pajak.

29. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang pajak Bumi dan
Bangunan yang selanjutnya disebut SppT-pBB adalah
dokumen yang menunjukkan besamya utang atas pBB yang
harus dilunasi oleh Wajib Pajak pada waktu yang telah
ditentukal.

30. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTp
adalah identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri
yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3l.Surat Izin Mengemudi yang selanjutnya di sebut SIM adalah
bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan
oleh Polri kepada seseorang yang telah -.-iruhi persyaratan
administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan
lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor.

32. Akta Jual Beli atau AJB adalah aktaatau dokumen berupa
bukti telah terjadinya ransaksi jual beli yang mengakibatkan
adanya pengalihan hak atas tanah dan bangunan.

33. Akta Hibah adalah jika seseorang hendak menyerahkan
propertinya kepada orang lain semata-mata orang tersebut
memberikan tanah maupun bangunan kepada pihak lain
dengan alasan tertentu.

34. Akta Waris merupakan suatu dokumen, yang menyatakan
bagan mana dari harta keluarga pewaris yang menjadi
warisan, siapa-siapa yang terpangeil untuk mewaris (untuk
menjadi ahli waris) dari pewaris saat pewaris meningga-l dunia,
dan berapa hak bagian mereka masing-masing.

35. Sertifikat adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Badan
Pertanahan Nasional sebagai tanda bukti kepemilikan dan hak
seseorang atas tanah dan bangunan.

36. Surat kuasa adalah suatu surat yang berisi penyerahan
wewenang dari suatu pihak ke pihak lainnya yang ditrerikan
kepercayaan karena pihak pemberi kuasa sedang tidak bisa
melakukannya sendiri.
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BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :
a. hak atas tanah, objek, subjek, Wajib

pengenaa:n BPHTB;

(f) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman Sistem
dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hal< Atas Tanah dan
Bangunan.

(2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur proses
pemungutan bagi masyarakat/wajib pajak dalam pemenuhan
kewajiban transaksi BPHTB.

dasar

f
pajak dan

6



b. fungsi sistem dan prosedur pemungutan BpHTB;
c. g1orydy1 pemungutan BPHTB dan bentuk, ukuran, jenis, isi

SSPD-BPHTB;
d.tata _cara pelaporan bagi PPAT/ PpATS dan bidang yang

membidangi pelayanan BPHTB ;
e. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena pajak;
f. pemberian pengurangan BPHTB.
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BAB IV
HAK ATAS TANAH, OBJEK, SUB.JEK DAN WAJIB PAJAK BPHTB

Pasal 4
(l) Hak-hak atas tanah yang dimaksud adalah :

a. hak milik;
b. hak guna usaha;
c. hak guna bangunan;
d. hakpakai;
e. hak sewa;
f. hak membuka tanah; dan
g. hak pemungut hasil hutan.

(2) Objek BPHTB meliputi:
a. pemindahan hak, karena :

jual beli;
tukar menukar;
hibah;
hibah wasiat;
waris;
pemasukan dalam perseroan/Badan hukum lainnya;
pemisahan hakyang mengakibatkan peralihan;
penunjukan pembeli dalam lelang;
pelaksanaan putusan Hakim yang mempunyai
ketentuan hukum tetap;

10. penggabungan usaha;
11. pemekaan usaha; dan
12. hadiah.

b. pemberian Hak Baru karena :

1. kelanjutan pelepasan hak; dan
2. diluar pelepasan hak.

(3) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang
memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan.

(4) W4ji! Pajak BPHTB adalah subjek pajak BPHTB sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), menjadi wajib pajak BpHTB-apabila
dikenakan kewq'iban membayar pajak.

(5) Yang menjadi dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai perolehan
Objek Pajak (NPOP) yang meliputi :

a. jual beli adalah harga transaksi;
b. tukar menukar adalah nilai pasar;
c. hibah adalah nilai pasar;
d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
e. waris adalah nilai pasar;
f. pemasukan dalam Perseroan/Badan hukum lainnya = nitai

pasar;
g. pemisahan hak adalah nilai pasar;
h. peralihan hak karena putusan hakim adalah nilai pasar;
i. pemberian hak baru adalah nilai pasar;
j. penggabunga usaha adalah nilai pa.sar;
k. peleburan usaha adalah nilai pasar;
l. pemekaran usaha adalah nilai pasar;

I
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(l) Untuk melaksanakan sistem dan prosedur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, SKPK terkait
mempersiapkan fungsi yang dibutuhkan, meliputi:
a. fungsi pelayanan;
b. fungsi data dan informasi; dan
c. fungsi pembukuan dan pelaporan.

(2) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a bertugas melakukan interaksi dengan wajib pajak dalam
tahapan-tahapan pemungutan BPHTB seperti dalam proses
penelitian SSPD dan proses pengurangan BPHTB.

(3) Fungsi data dan informasi ssbagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b bertugas untuk mengelola database terkait objek
pajak.

(4) Fungsi pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c bertugas untuk menyiapkan l.aporan
Realisasi Penerimaan BPHTB berdasarkan data dan laporan
dari pihak-pihak lain yang ditunjuk.

m. hadiah adalah nilai pasar; dan
n. lelang adalah yang tercantum dalam risalah lelang.

BAB V
FUNGSI SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BPHTB

Pasal 5

BAB VI
PROSEDUR PEMUNGUTAN BPHTB DAN BENTUK, UKURAN,

JENIS. ISI SSPD-BPHTB

Bagian Kesatu
Prosedur Pemungutan BPHTB

Pasal 6

Prosedur pemungutan BPH?B meliputi :
a. prosedur syarat pengajuan SSPD-BPHTB;
b. prosedur pengisian SSPD-BPHTB;
c. prosedur penyampaian dan penelitian SSPD-BpHTB; dan
d. prosedur pembayaran BPHTB.

Paragraf I
Prosedur Syarat Pengajuan SSPD-BpHTB

Pasal 7

Syarat-syarat Peneajuan SSPD-BPHTB meliputi sebagai berikut :
a. SSPD-BPHTB yang telah di ketik/tulis tangan rapi dan jelas

serta ditandatangani oleh wajib pajak;
b. SPPI PBB lunas pada tahun berjalan;
c. Foto copy indentitas Wajib Pajak berupa KTp/SIM;
d. Foto copy identitas pembeli / penerima hak baru;
e. Foto copy Akte Jual Beli (AJB);
f. Foto copy Alde Kepemilikan (Akta Waris, Hibah, Sertifikat);
g. Surat Kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
h. Foto objek pajak (depan, samping kiri, samping kanan).
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Prosedur 
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BpHrB
Pasal 8

(l) Prosedur pengisian SSPD-BPHTB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf b adalah prosedur pengisian dan
penghitungan besarnya BPHTB terutang Wajib pqjak.

(2) Wajib P4lak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghitung
dan mengisi SSPD-BPHTB yang disiapkan oleh SKpK terkait.

(3) Prosedur pengisian SSPD-BPHTB sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Parag:'af 3
Prosedur Penyampaian dan Penelitian SSPD-BPHTB

Pasal 9
(l) Prosedur penyampaian dan penelitian SSPD-BPHTB

sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c adalah
prosedur verifikasi yang dilakukan SKPK terkait atas
kebenaran dan kelengkapan SSpD-BPHTB dan dokumen
pendukungnya.

(2) Setiap pembayaran BPHTB wajib diteliti oleh petugas yang
melaksanakan fungsi pelayanan pada SKpK terkait.

(3) Prosedur penyampaian dan penelitian SSPD-BPHTB
segagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi:
a. mencocokkan Nomor Objek Pajak (NOp) yang dicantumkan

dalam SSPD-BPHTB dengan NOp yang tercantum dalam
foto kopi SPPT atau bukti pembayaran pBB lainnya
terhadap kesesuaian letak dengan Basis Data pBB;

b. mencocokkan NJOP bumi per meter persegi yang
dicantumkan dalam SSPD-BPHTB dengan NJOp bumi pei
meter persegi pada basis data pBB;

c. mencocokkan NJOP bangunan per meter persegi yang
dicantum dalam SSPD-BPHTB dengan NJOp bumi pei
meter persegi pada basis data pBB;

d. meneliti kebenaran penghitungan BPHTB terutang yang
meliputi dasar pengenaan (NPOp/NJOP), NpOpTKp, tarif,
pengenaan atas objek tertentu, BPHTB teruteng/yang harus
dibayar;

e. meneliti kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor,
termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan

f. kelengkapan dokumen pendukung SSPD-BPHTB.
(a) Apabila prosedur penelitian SSPD-BPHTB sebagaimana yang

dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan penelitian tanjutan
dapat dilakukan dengan pemeriksaan lapangan.

(5) Prosedur penelitian SSPD-BPHTB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagran tidak terpisahkan dari peraturan eupati
ini.

Paragraf 4
Prosedur Pembayaran BPHTB

Pasal lO
(l) Prosedur pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud dal,,n

Pasal 6 huruf d adalah prosedur pembayaran pajak terutang
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yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SSpD-
BPHTB.

(2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (l) melakukan
pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan SSpD-
BPHTB.

(3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh Wajib Pajak melalui Rekening Kas Umum Daerah
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Bank yang
ditunjuk atau secara malual tunai kepada Bendahara
Penerimaan pada SKPK terkait.

(4) Prosedur pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sebagaimana tercantum dalam La.mpiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati
ini.

Bagian Kedua
Bentuk, Ukuran, Jenis, Isi SSPD-BpHTB dan

Formulir Penelitian SSPD-BPHTB

Pasal 11

(l) Bentuk SSPD-BPHTB empat persegi panjang dengan ukuran
2l x 3O cm.

(2) Jenis kertas SSPD-BPHTB menggunakan kertas no carbon
reqtired (NCR) rangkap 5 (lima) dengan rincian sebagqi berikut:
a. kmbar I untuk Wajib Pajak;
b. Lembar 2 untuk PPAT/PPATS;
c. Lembar 3 untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara;
d. Lembar 4 untuk SKPK terkait dalam proses penelitial; dan
e. kmbar 5 untuk Bendahara penerimaan Kabupaten Aceh

Utara.
(3) Isi SSPD-BPHTB sekurang kurangnya memuat :

a. Nama Wajib Pajak;
b. NPWP W4jib Pajak;
c. Alamat Wajib Pajak
d. Nomor Objek Pajak (NOP) pBB;

e. ktak Objek Pajak;
f. Luas Tanah dan Bangunan;
g. Nilai Jual Objek Pajak (NJOp) pBB;
h. Nilai Penghitungan BPHTB;
i. Tanda tangan Wajib Pajak/penyetor;
j. Pengesahan BPHTB dari SKpK terkait.

(4) Bentuk Formulir Penelitian SSPD-BPHTB empat persegi
panjang dengan ukuran 21 x25 crrr.

(5) Jenis kertas Formulir Penelitian SSPD-BPHTB menggunakan
kertas A4 70 gsm.

(6) Isi Formulir Penelitian SSPD-BPHTB sekurang kurangnya
memuat:
a. narna Wajib Pajak;
b. alamat Wajib Pajak;
c. NOPPBB;
d. alamat Objek Pajak;
e. Gampong Objek Pqiak;
f. kecamatan Objek Pajak;

I
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g. syarat dokumen yang terlampir; dan
h. konfirmasi serta paraf dari hasil penelitian.

(7) Bentuk formulir SSPD-BPHTB dan Formulir penelitian SSpD-
BPHTB selagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4)
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
TATA CARA PELAPORAN BAGI PPAT/PPATS DAN BIDANG YANG

MEMBIDANGI PELAYANAN BPHTB

Pasal 12

(1) Tata cara pelaporan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf d adalah pelaporan realisasi penerimaan
BPHTB oleh PPAT/PPATS dan SKpK terkait yang merupakan
bagian dari fungsi pembukuan dan pelaporan.

(2) Pelaporan BPHTB bertujuan untuk memberikan informasi
tentang realisasi penerimaan BPHTB sebagai bagian dari
Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 13

(l) Fungsi pembukuan dan pelaporan s6lagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (l) huruf c menyiapkan laporan BPHTB
berdasarkan dokumen-dokumen Bendahara penerimaan
dan/atau PPAT/PPATS.

(2) Fungsi pembukuan dan pelaporan Bendahara penerimaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat laporan
penerimaan BPHTB paling lambat pada tanegal l0 (sepuluh)
bulan berikuturya.

(3) Fungsi pembukuan dan pelaporan oleh ppAT/ppATS
s6foagimana dimaksud pada ayat (l) SKPK terkait menerima
laporan pembuatan akta Perolehan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan dari PPAT/PPATS paling lambat pada tangrqal lO
(sepuluh) bulan berikutnya.

(a) Tata cara pelaporan pembuatan akta perolehan Hak atas
Tanah dan/atau Bangunan oleh ppAT/ppATS sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tercantum datam Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati
ini.

BAB VIII
NII,.AI PEROLEHAN OzuEK PAJAK TIDAK KENA PA.'AK

Pasal 14
(U Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena pajak (NpOpTK) pada

transaksi BPHTB :

a. Untuk perolehan hak karena waris, atau hibah wasiat
yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan
keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu
der4jat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan
pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, ditetapfan
paling banyak Rp. 3OO.O0O.O0O,- (tiga ratus juta .upiatrl
yang kemudian dikalikan Syo setelah pengurangan Rp.
30O.OO0.O0O,- ('rga ratus juta rupiah).

fA
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b. Untuk perolehan hak karena jual beli ditetapkan paling
banyak Rp. 60.00O.000,- (enam puluh juta rupiah) yang
kemudian dikalikan 5o/o setelah pengurangan Rp.
60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

c. NPOPTKP untuk BPHTB diberikan hanya satu kali per
Wajib Pajak dalam 1 (satu) tahun transaksi.

(2) Objek Pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah :

a. Objek yang diperoleh perwakilan diplomatik, konsulat
berdasarkan azas perlaluan timbal balik;

b. Objek yang diperoleh negara untuk penyelenggaraan
pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan
guna kepentingan umum;

c. Objek pajak diperoleh Badan/perwakilan organisasi
internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Keuangan dengan syarat tidak menjalankan
usaha/kegiatan lain diluar fungsi dan tugasnya;

d. Objek pajak yang diperoleh orang pribadi/Badan karena
Konversi Hak atau karena perbuatan hukum lain dengan
tidak adanya perubahan nama;

e. Objek pajak yang diperoleh orang pribadi/Badan karena
wakaf; dan

f. Objek pajak yang diperoleh orang pribadi/Badan karena
kepentingan Ibadah.

PE MB E RrAN 
""ri?rT*roAN 

B pHrB
Pasal 15

(1) Pengurangan BPHTB dapat diberikan dengan nilai pajak
terutang tertentu dalam hal:
a. kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya

dengan Objek Pajak yaitu:
1. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru

melalui program pemerintah di bidang pertanahan dan
tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis;

2. Wqjib Pqjak Badan yang memperoleh hak baru selain
Hak Pengelolaan dan telah mengrasai tanah dan/atau
bangunan lebih dari 2O (dua puluh) ta_hun yang
dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib pajak dan
keterangan dari Pejabat Pemerintah Kabupaten Aceh
Utara;

3. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh hak atas
tanah dan/atau bangunan Rumah Sederhana (RS) dan
Rumah Susun Sederhana serta Rumah Sangat
Sederhana (RSS) yang diperoleh langsung dari pihak
pengembang dan dibayar secara angsuran; dan

4. Wajib Pajak Orang pribadi yang menerima hibah dari
orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga
sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke
atas atau satu derajat ke bawa-l..

b. Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-
sebab tertentu yaitu :

1. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui
pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai

fA
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ganti ruginya di bawah Nilai Jual Objek p4jak, dan
pembelian tersebut dilakukan dalam jangka waktu
paling lama 6 (enam) bulan sejak pembayaran ganti
ru91;

2. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas talah sebagai
pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah
untuk kepentingan umum, yang memerlukan
persyaratan khusus yaitu rehabilitasi pemukiman
kumuh, jalan umum, saluran pembuangan air, waduk,
bendungan dan bangunan pengairan lainnya, saluran
irigasi, pelabuhan laut, bandar udara, fasilitas
keselamatan umum seperti tanggul penanggulangan
bahaya banjir, lahar dan bencana lainnya, jalur hijau,
dan fasilitas militer dan kepolisian, sepanjang tidak
bersifat ruislag;

3. Wajib Pajak Badan yang terkena dampak krisis
ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada
kehidupan nasional sehingga Wajib Pajak harus
melakukan restrukturisasi usaha/dan atau utang
usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah;

4. Wajib Pajal< Bank yang lebih dari 50 7o sahamnya Milik
dan atau dikuasai oleh Pemerintah/Pemerintah
Provinsi Aceh/ Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang
memperoleh hak atas tanah yang berasal dari Bank
lain dalam rangka proses penggabungan usaha
(merger);

5. Wajib Paja} yang memperoleh hak atas tanah dan/
atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula
disebabkan bencana alam atau sebab-sebab liainnya
seperti kebakaran, Banjir, tanal. longsor, gempa bumi,
gunung meletus, dan huru-hara yang terjadi dalam
Jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak
penandatanganan alta;

6. Wajib Pajak orang pribadi Veteran, Pegawai Negeri Sipil
(PNS), Tentara Nasiona.l Indonesia (TNI), Polisi Republik
Indonesia (POLRI), Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI,
Purnawirawan POLRI atau janda/duda-nya yang
memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan
rumah dinas Pemerintah;

7. Wajib Pajak Badan Korps Pegawai Republik Indonesia
(KORPRI) yang memperoleh hak atas tanah dan/atau
bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi
anggota KORPRI/PNS;

8. Wajib Pajak Badan anak perusahaan dari perusahaan
asuransi dan reasuransi yang memperoleh hak atas
tanah dan/atau bangunan yang berasal dari
perusahaan induknya selaku pemegang saham tunggal
sebagai kelanjutan dari pelaksanaan Keputusan
Menteri Keuangan tentang Kesehatan Keuangan
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

{
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c Tanah dan /atau bangunan digunakan untuk kepentingan
sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk
mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan,
panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah dan rumah sakit
swasta milik Institusi pelayanan sosial masyarakat.

Pasal 16

Besarnya pengurangan BPHTB dapat diberikan sebagai berikut :

a. paling tinggi sebesar 25o/o (dua puluh lima persen) dari pajak
yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
da-lam Pasal 15 huruf a angka 3;

b. paling tinggi sebesar 5O7o (lima puluh persen), dari pqjak yang
terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 huruf a an$<a 2 dan angka 4, huruf b angka f,
angka 2, angka 4, angka 5, dan angka 8, serta huruf c; dan

c. paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan pajak
yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 huruf a angka l, dan huruf b angka 3, angka
6, dan angka 7.

Pasal 17

Wajib Pajak dapat menghitung sendiri besarnya pengurangan
BPHTB sebelum melakukan pembayaran dan membayar BpHTB
teruta.ng sebesar perhitungan setelah pengurangan.

Pasal 18

(1) Permohonan pengurangan BPHTB sebageimama dimaksud
dalam Pasal 15 huruf a, huruf b angka l, angka 2, angka 5,
angka 6, dan angka 7 serta huruf c disampaikan secara
tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati atau pejabat
yang ditunjuk disertai alasan-alasan yang jelas dengan
melampirkan:
a. SSPD-BPHTB;
b. foto kopi SPPT-PBB untuk tahun terutangnya BpHTB;
c. foto kopi Alrta/Risalah Lelang/Keputusan pemberian Hak

Baru / Putusan Hakim;
d. foto kopi KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/identitas lain;

dan
surat keterangan Geuchik/instansi.

(2) Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 huruf b angka 3, angka 4, dan angka g
disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada
Bupati atau pejabat yang ditunjuk disertai alasan-alasan yang
jelas dengan melampirkan:
a. SSPD-BPHTB;

e
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b. Surat keterangan bahwa 5O yo lebih saham bank dikuasai
oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Aceh dan/atau
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;

c. Keputusan Menteri Keuangan tentang Kesehatan
Keuangan Perusahaan Asuransi dan perusahaan
Reasuransi; dan

d. Surat keterangan bahwa perusahaan melakukan
restruktrisasi usaha;

(3) Permohonan pengurangan BPHTB selagaimana dimaksud
pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal pembayaran kecuali terjadi keadaan di
luar kekuasaan Wajib Pajak.

(4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk setelah menerima
permohonan pengurangan BPHTB dari Wqjib pajak
memberikan tanda terima.

(5) Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat diajukan sebelum akta perolehan hak atas
tanah dan/atau bangunan ditandatangani oteh ppAT/ppATS.

(6) Atas permohonan pengurangan BPHTB dari Wajib pajak,
Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk melakukan
pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara
hasil pemeriksaan.

(7) Permohonan pengurangan BPHTB yang tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (21

dianggap batal sebagai surat permohonan pengurangan
BPHTB, sehingga tidak dapat dipertimbangkan, dan Bupati
dan/atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan kepada
Wajib Pajak yang bersangkutan.

Pasal 19

(1) Keputusan pemberian pengurangan BPHTB ditetapkan oleh
Pejabat yang ditunjuk dengan nilai pajak terutang :

a. dalam hal kondisi tertentu Wajib pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, angka 2 sebesar Rp.
1.200.000.000,00 (satu rnilyar dua ratus juta rupiah)
sampai dengan Rp. 5.OOO.00O.OOO,O0 (lima milyar rupiah);

b. dalam hal kondisi terteDtu Wqiib pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 huruf a angka 1, dan angka 3,
hurufb angka l, angka 2, angka 5, angka 6, angka 7, dan
angka 8, serta huruf c sebesar lebih dari Rp. I0.0O0.0OO,OO
(sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.0OO.OOO.OOO,OO
(lima milyar rupiah);

c. dalam hal kondisi tertentu Wajib pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 huruf a angka 4 sebesar Rp.
5.OOO.OO0,OO (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.
f O.OOO. OOO,OO (sepuluh juta rrpiah) ;

d. dalam hal kondisi tertentu Wajib pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 huruf b angka 3 sebesar lebih

IA
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dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai
dengan Rp. 5.0OO.O0O,0O0,OO (lima miliyar rupiah);

e. dalam hal kondisi tertentu Wqiib pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 huruf b angka 4 sebesar lebih
dari Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliyar rupiah);

(2) Keputusan pemberian pengurangan BPHTB ditetapkan oleh
Bupati setelah mendapat persetujuan DpRK, dengan nilai
pajak terutang lebih dari Rp. 5.000.000.000,O0 (lima miliyar
rupiah) dalam hal kondisi tertentu Wajib pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, huruf b dan huruf c.

(3) Pejabat yang ditunjuk berdasarkan kewenangannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dengan
Keputusal Bupati.

Pasal 2O

(1) Keputusan pemberian pengurangan BPHTB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (l) dan ayat (2) dapat
ditetapkan setelah mendapat pertimbangan dari Tim
Pemeriksaan dan Penelitian Nilai pajak Terutang.

(2) Tim Pemeriksaan dan Penelitian Nilai pqiak Terutang
56$agaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 2 1

(l) Pejabat yang ditunjuk berdasarkan kewenangannya
sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dalam waktu
paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat
permohonan harus memberikan keputusan atas permohonan
pengurangan BPHTB yang diajukan Wajib pajak.

(2) Bupati sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (2), dafam waktu paling lama 6 (enam)
bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus
memberikan keputusan atas permohonan pengurangan
BPHTB yang di4jukan Wajib pajak.

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21
dapat mengabulkan sebagian, mengabulkal seluruhnya, atau
menolak dan disampaikan kepada Wajib pajak dan
tembusannya kepada DPRK;

(4) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) telah terlampaui, Bupati atau pejabat yang
ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan
pengurangan BPHTB yang diajukan dianggap dikabulkan.

(5) Prosedur Pengurangan BPHTB sebagpimala tercantum dalam
Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

^f
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BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mutai berraku pada tanggal diundangkan.

fmr setiap orang mqn getah uiny-a, memerintahkan pengundangan
Feraturan Bupati ini dengan penempatannya dalem gerits
Kabupaten.

Ditetepkan di Lhoksukon
pada tansgal 9 Mei 2O22 M

8 Syawal 1443 H

EH UTARA, ts
k***.

THAIB

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 9 Mei 202? M

8 Syawal 1443 H

DAERAH
UTARA

{

BERITA KABI,JPATEN ACEH UTARA TAilUN 2A22 NOMOR 16
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I,AMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2022
TEIYTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK
ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

PROSEDUR PENGISIAN SSPD.BPHTB

Tahapan Fengisian $SPD-EPHTB sebagai berikur :

a. Tahap I

Wajib Pqiek {sela}tu penerima hak atas tanah dan/atau bangunan}
men-viapkan dokumen pendukung terkait perolehan hak atas tanah
dan/ata'u bangunan berdasarkan Paeat 7 yang menyatakan telah terjadinya
pemindahan 

- 
hak 

- 
atas kepemilikan tanah dan/ata.u hangunan untuk

disampaikan kepada SHPK terkait.
b. Tahap II

F'ungsi Pelayanan SKPK terkait menerima dokumen pendukung grerolehan
hak tas tanah dan/atau bangunan. Kemudian wajib dajak diberikaa blanko
SSPD-BPHTB untuk diisi sendiri sesuai dengan fo*ai yang sudah tertera
dan jenis perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan terselut"
Da.lam hal pengisian SSPD-BPHTB, fungsi pelayanan SKPK terkait dapat
membantu wajib Pajak untuk mengisi SSPD-BPHTB dan menghitung BpHTBterhutang dengan persetujuan dari Wdib Pqiak. Setelah "*rr**t rmkan
s€luruh informasi yang di butuhkan.
SSPD-BPHTB terdiri atas 5lembar, dengan perincian sebagai berikut :

l. l,embar I : Untuk Wqiib pajsk
2. l.embar 2 : Untuk ppATlppATS eebagai Arsip
3- lcmbar 3 : Untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara sebagai

arslp
4. L,embar 4 : untuk sKpK terkait dalam proses penelitian
5. Lembar 5 : Untuk Bendahara penerimean Kabupaten Aceh Utara

sehagai arsip.
c. Tahap ill

SSPD-BPHTB yang tel*h diisi dilakukan penelitian oleh SKpK rerkait, untuk
aelanjutnya ditandatangani dan dilegalisasi oleh Pejabat berwenang, dan
dieerahkan kepada Wajib pajak.

E}.I UTARA, S

THAIB

f
I

ET,

t
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LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK
ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

PROSEDUR PENELITIAN SSPD-BPHTB

A. Pihak Terkait dalam Prosedur Penelitian SSPD-BPHTB
a. Wajib Pajak selaku Penerima Hak, merupakan pihak yang mengajukan

permohonan penelitian kepada Fungsi Pelayanan atas SSPD-BPHTB yang
telah dibayarkan.

b. SKPK Terkait, merupakan pihak yang memeriksa kebenaran informasi
terkait objek pqiak yang tercantum dalam SSPD-BPHTB. SKPK Terkait
mempunyai fungsi :

1. Pelayanan, yang menyelenggarakan fungsi :

a) pengumpulan data terkait objek pajak kepada fungsi pengolahan
dan informasi;

b) pemeriksaan kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait
objek pajak yang tercantum dalam SSPD BPHTB; dan

c) pembuatan tanda terima SSPD BPHTB untuk diserahkan ke Wajib
Pajak.

2. Pengolahan Data dan Informasi, yang menyelenggarakan fungsi :

a) penyimpanxr database objek pajak.
b) penyediaan data terkait data objek kepada fungsi pelayanan.
c) pengelolaan databa.se objek p4iak yarrg termasuk dalam wilayah

wewenangnya; dan
d) penyediaan data objek pajak atas permintaan dari fungsi

pelayanan.

B. Tahapan Penelitian SSPD-BPHTB
a. Tahap I

Wajib Pqiak selaku penerima hak menyiapkan dokumen pendukung yarg
dibutuhkan untuk penelitian SSPD-BPHTB. Selanjutnya Wajib Pajak
mengisi Formulir Permohonan Penelitian SSPD-BPHTB dan kemudian
menyerahkan Formulir Permohonan Penelitian SSPD-BPHTB dan
dokumen pendukung kepada Fungsi Pelayanan.

b. Tahap II
Fungsi Pelayanan menerima Formulir Permohonan Penelitian SSPD-
BPHTB dan dokumen pendukung Wajib Pajak, kemudian memberikan
tanda terima berkas kepada Wqiib Pajak.

c" Tahap III
Fungsi Pelayanan kemudian menerima kebenaran data yang tercantum
dalam SSPD-BPHTB dan dokumen pendukung berdasarkan data objek
sesuai dengan database PBB. Dalam kondisi tertentu, SKPK Terkait
berhak melakukan penelitian lapangan untuk mengecek kebenaran data
secara riil.

d. Tahap IV
Setelah semua kebenaran informasi objek pqiak dalam SSPD-BPHTB dan
kelengkapan dokumen pendukukng terpenuhi, maka Fungsi Pelayanan
memaraf SSPD-BPHTB untuk kemudian dilanjutkan penandatanganan
oleh pejabat yang ditunjuk. Setelah ditandatangani, Fungsi Pelayanan
selanjutnya menyerahkan SSPD-BPHTB kepada Wajib Pajak untuk
diberikan kepada Bendahara Penerimaan atau Bank yang ditunjuk.

fA
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Pruses penelirian/verifikasi bukti pmbayaran BpHTB dilakukan palinglamhat 3 {tiga} hari kerja sejak diterimanya $spD-BpHTB dan untukpenelitian/verifikasi ke Iapangan tidak dipungut biaya.

ACMH UTARA,K

6_
THAIB
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T"EMPIRAN IiI
FfiRATURAN BUPATI ACMH UTARA
HSMfiR 16 TAHUN 2*22
?ONTAIT{C SIS?EM NA}-T PROSNDUR F&MUNG UTAN SEA PEROLEHAN HAK
&TAS TAI'IAH DA-F{ BA}IffUNAN.

PROSEDUR PETVlBAYARAN SSPD-BPHTB OLEH WAJIB P,q,}AK

A- Plhak ?erkait datam prossdur pernbayaran sspn-BpH"B
a" lVqiib Fajak seleku Penerima Hek, merupakan pihak yang memiliki

kew4jiban membayar S$PD-BPHTB terutang atas p*rol*h* hak atastanah dan/atau bangunan_
b. Bendahara Fenerinman SKPK Terkait atau Bank ye*g ditunjuk,

merupakan pihak yang menerima pernbayaran *SpD-[ipHfB teru*"g
dari Wqiib Pqiak. Dalam pro*edur ini Benclahara F*nerimaarr atau tsank
yang ditunjuk ber-cs€nang untuk :

menerima pembayaran BFH?B rerut€mg dari l$qiib Fajak;
menandata*gani sspD-spH?B yang telah ie*gkap rensisiannya; dan
mengarsipkan $SPD-BPH?B lernbar 4 da:r lembar S.

T*hapa* Pernbayaram Ss pD-tspHTB
a" Tahap I

$rqiib F4lak menyerahken SSffii-BFHTB kepada Bendahara penerimaan
atau BanI< yang ditunjuk dan kernudian 

-memhayarkan 
SSPII-BFHTB

terutang melalui Bendahara Fenerimaan atau Bank ).ans ditunjuk"
b. Tahap il

Bendahsra Peaerimaan atau Bank yans dituqiuk menerima s$p*-
BPHT.B dan uang pcmb*yaran $spD-BpHTB terut*og dari waji6 pajak,
Bank yang di tunjuk atau Ee*dahara Penerima"an kernudian merneriksa
kescsuaian besaran nilai $spn-BTHTB terutang dengan ua::gpmbayaran yang menerirna d*ri Wajib pqiak.

r. Tah*p III
Bendahara $bnerimaan atau Ilank yeng ditunjuk menandatangani SSpD-
BPHTB cebagai tanda bukti petrunaoan.

d. Tahap IV
Bendahar* P*nerimaan atau Bank _yang ditunjuk menandatangani $SpI)_
BFHTB mengar*ipkan SSFD-BPHTB lembar 4 dan lembar S, selanluarya
lVqiib pqisk menertma $SFD*EPHTB lernbar 1, lernbar 2 dan tembar e
dari Bendahara Fenerimaan ats"u Bank yans ditunjuk"

EH UTARA, F
k***

THATB

1

2
J

B



I,AMPIRAN TV 2I
PERATURAN BUPATI ACEH LTTARA

NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TAI{AH DAN BANGUNAN.

FORMAT FORMULIR SSPD.BPHTB DAN FORMULIR PENELTTNN SSPD-BPHTB
A. Formulir SSPD-BPHTB

AAI}AI{ PENGf, I,()I,A,{Y h:EfIA.TGAii DAER{H

NO'
KABIIPATB\ A(AIIITARA

STJRAT SETORAN PAJAK DAERAH

BEA PEROLE}IAN HAI( ATAS TANAH DAN BANGUNAN

(ssPD -
Lgnt* I

tlnbkWqiib Pqisk

BIRFT,XGSI SEBAGAI SURAT PEMBERTTAH(IAN OB.ITK PAIAK PAIAK BTT}II D,II{ BANGTiN-{'i

BADAI PENGELOLAAII XEUAXGATT DAERAH KABUPATETI ACEH UTARA

a. l }laEwatibPaiak

2 NPWP

3 A,ardwalb P?Fk

4 Kd@ha0 / Des 5 RT/RW 6-Kffi#n

7 X*upd6 8 Xode Pc

\ ltquoQFkFB(r\loPlPBB

2 Letak tarEh dan dau Bngwn

3 KdrdEr/DR 4 RT.'RW

5 (ffimtan 6 f€btrpalEo

Pq*iMrgan r.,t lOP FBB

,a f*l+lole+trkatgstaEhdanmrum

NJOP PBB

1a HargE TransaldrNila PGa

16 I'lilwsstinrd

Uraian
L16

(dia |tst$afidad&
bangunan hak dipsdeh)

NK)PPBB lE

(das bsrrasat€n S?Pf PBA tElM teradr
pedeas ttsUlahrJD_.)

L6xNJOPPBB/m

Tffih(bumi) ?
. -.,. '.,,,.... ,ll Rp.

't1
Rp.

Bangum I
.. .u 10

Rp. 12.
Rp

13. Rp

Rp.

( wriihturax ) hiafr
$eti hoaefe Otid( Paiak ( I(POP ) 1

eiek PaiaklrCakr(ffi Parak ( NPOPTKP )

-s*tm Otrid( PaFk Kffi Paiak ( NPOpKp ) angkal-atvka2

Ba FscSH lld( al6 Tan r da.r BaEtJH yuE tfldang 5!6 r arpla 3 1

PsEerffii 56t6laffiis I tiban €sEU pfilberim hak pengebaan .)
5

Ba Peroletm t{ak &s TarEh dan Bar{ffin }arg ts6 drbafdr 6

D. -f.F*ah Seto.a Berdastan

R tghfuEilWdbPair(

STFO BPHTBISI$DA XURAI,IG BAYAR / SKPB
,!o.ffiBAYAR TAUBAHAN Tar€Eal

PErEUEftgan dt{tnrg sldiri mrtr berdcarl€n psa0ra 
'(Dt-t

Ilo

JJIILA-IYAtlG Dl SErOR Henga angta) lDengnEumf)

OsdGdf€n pahfungm C 6 dan fr{}B dt O}

- -. , ..,rdt.
WAJIB PAJAK'PENYETOR

lkEEl+hts*iqm

OTTERIMA OLEH .

TEMPAT PEMBAYARAN BPHIB

TA,{GGAL, .........

h5fl+.{fftdbSH{$

TELAH OIVERIVIKASI

&qDAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KAzuPATEN ACEH UIARA

!kE{br.*qd6ffih{m

ltanF diiJa olCt
p.tu96 B'KD

,lotlor Dohrcr

rao?Pta'ku

IIr III

f

[I] n



SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEFIAN FTAK ATAS TANAH DAN BANGTJNAN

(ssPD - qPHTB)
Lmlrr2

Untuk PPAT/Notaris
sbagai AsipBf,Rlrt:llcsl sEBAcAl su-RAT Pf I,IBERITAHU.{\ OB.IEK P.{JAK pA.tAK Bl.i}tt D.Lri B.{N-cuN.{N

BADI'I PENGELOI.AATI XEITilGA}I OAERAH XASJFATEI{ ACEH UTARA

l- 1. FlaqEwajbPatsk

2 NPWP

3 AEnEt Wdib Paiak

4 ,<eAralran.a D6a 5. RTIRW 6 Kffimdfr

7. rchrpdm 8. Kode P6

B. t i.&,EObF|(P!!d(NOPIPBB II
2 L€fd( E[Eh (kr eu barElJm

3 Kehmhil / Oes 4 RT/RW

5 Kffiffir 6 Kab.eds

Fenhnuflom |'UOP PBA

U.aian

i5 3=l+retmk&tildrdaEElm

NJOPPAE

14 lkgalBrdsirNhPna

16 t{6u Sstifikd

L6
(dla hEs taEh (kr &J
btrgum tBt( dpsol€h)

N'OP PBB IO

(d*n b6(krlst SPPT PBB Hun tqi,di
perol€fmhddBun..)

LG xiUOP PBBrm

Tryraar (buni) 7
.,.......'.'......-.-.u

I Rp 11
Rp

BarEum I
'. . '.,'..,.,11

10
Rp 12 &

Rp.

Rp

Haayo d6i }ddasaitr Dabn Rupiah
Nihi l:tfoletEn Oqek %itk ( NPOP ) 1

f\Bai Perolettr Otiek Paiik Tllak Kffi PaFk ( NPOpIxp i

NrF, turobflan 6Fk PaFk Ksa Pa,ak { NPOPKP ) ar.Vxa l-an*r€? 3

Bea Peioiehen Ftak at6 Tsmh dan BarEuan /ang terul arE 51r 
^ 

auka 3 4

Fettgffi so%lGlwb , tibah BsU perfi€rbn hak pstgebtaao .) 5

Bea Fsolehs fhk stas Tamll dan Bar€wn ya.€ harus dbayr 6

lL JlnHrsebr'tBedsksn

flt ""rg.-'r.t 
wtfb Pt**

lu sreo mre l sr<m KLRA G BAvAR, sxpoB
, lxtnrrealvmrAuBAHAN ft(m Ianggal

n"
fl.

PsEfilEaffirriostdtri lmfxi berdedqr fHatrm KDJ f.lo

,LlXLAH YAIIG Dt SETOR (derEs angka) (IkngmHmdt

(bsrhsarfBn pshilwEa C 6 dan piliha d D)

...... ..."....,Tdl

WAJIB PAJAK/PENYETOR

hlEr4bts&lIF

OITERIMAOLEH l

TEMPAT PEUBAYARAN BPHIB

TA!iGGAI_.... ...

hE{h?.rdqdbffih!-

TEIAH DI VERIVIKASI :

BADAII PEttlGE Ot A/U\ KEUAT\,G$r DAERAH
KAEJPAIEN ACEH UIARA

hlEr+.9irlhtdEr-

ltilfa daali ol€lr
pottgG EPI(O

rI iIIIIII
l.orBDd(Iro

faOP POABtru

22 BAT'AIY PENGTLOI.AAN KEIIANG,{Y TTAT.RAH

NO,
f,ABtPATEli ACEII T'T.4.&{

b

tr



23 B,IDAN PENCEII)I*{AN EEUA.\GAII DAETAH

NO'
KABI IPATEN' ACIiE I.:TAR,I.

STJRAT SETORAN PAJAK DAERAH

BEA PEROLEHAN IIAK ATAS TANAH DAN BANGTJNAN

GqPD - BPHTB)
Lemuar 3

Untulr Kcpla
Badan Pgtrnaban Nsiuu,

K,ab. Aceh ljtara
BERTI-;NGSI SEBAG.{I ST.'RAT PEIIIBERIT.4,IITJAI{ O&IEK P.,UAKP.A-IAI{ BI]}II DAN B.t\GT]IiAN

BADA}I PEXGELOI.AIAN XETIAI'GAII OAERA}I XAAUPATEN ACEH UTARA

A t NsmtrribParak

2 NPr,vP

3 AhmdyhjibPa,al(

4 KduBtB / O6a _s. RnRIV 6 Kffimatan

7 Xejpden 8. Kode Po6

8,, tiilwOtid(P.*r(0!OPlPB

3 KdrddB / Dss zt. RT/RW

5. Kffi€Et 6. KaOqdm

Utataa

NJOP PBB

i5. f6l+f*ftrk&tnEhda.lwElm 1.t ltilgaT@Ed6i ,lih Pas

'16. t{sm Sstifl(d

L6

(d8 hEs tamh dan #u
t€ngunm tEk dEeroletl)

Nfi)P PBB / n

{di!i bs(hakan SPPT PtsBtahmtsiadi
pe{dettr }Eknahun.--)

Lffir NJ@ Fts8,tm

Teh tburt) 7
,...M I Rp 1'l

Rp.

Baflgffi 8
M

10
Rp 12. Rp

13 Rp

Rp.rr
D€la\ Rupah

Nf,ai t:wtEn Obiek Pqlrk ( NPOF ) 1

ll*i P€deaaotiek PaF* Irdak Kffi PaFk ( NPOPftP )

l.ltki PeroFftan ObFk PaFk Kffi tratak { NPOPKP ) angkal -aPqta2 3

gea Perdenen Fhk at6 Tmh 6t Bangumn yang terularE :: r. r angka 3 4

PgEM 5ogdl€ffiis , tilrah ffiiav pembe{ian hak ps€Eblaan 1 5

Bea Fsolettr I'kil( ab Tffih dan Etangmn yang harus dba,il

o' l'*ah Sehn Bfihs*fart

f]" *Sr-*,' w€*oPr**,

lu srco eema l sKpDB Kr.FAt6 BAvAR / sKpoe
I lK[ItAt{GBAYARTAUBAHAI{

Nmry Tanggal

fl"
n.

PerEwdrga ffiurg srdii miadi be(&l6lptrdtJmKDtl NO

.[Jt LAH YAI* Ol SETOR (de{Em ar€l€) (IkttguHuat)

(bsdasillsr pstdu€E C 6 (br pdile d D)

. ,. _..........,,rdt

WAJIB PAJAK/PETfYETOR

lkE{he&erEil

BTERIMA OLEH :

TEMPAT PEMMYARAN BPH]B

TANGCAL.. ......

lgBH{t+.9rDdbffiaE-

TELAH DI VERIVIKASI :

BA!A'! PEI.JGELOLMN KEUAAIGAN DAERAH
KAAJPATEN ACEH UTARA

h b{il+- 96qdhbdBEm

l*rF diid ol€t
petrg:G BPXO

IIllolwDdomn

rEP PSBBfu

A

2 Letai( tar*| dao eu barigffi

PenHu€m I\UOPPBa

,tl

Rp



24 R,IDAN PENGELOLd.d}{ Tf, I]ANG,l.I\ DA}:RAH

NO
KABIiPATE'I ACE-II t,iTARd

SURAT SE"{ORAN PAJAK DAERAH

BEA PEROLEFTAN IIAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

(ssPD -
Lembar 4

tlnndr BPKD
dalm prmPmeltimBER,FLINGSI SEBAGAI SL-R-{T PEMBERTTAHU-AN ()BIEK PA!.{K PA.|-{K BUTII DAIi B.{l(cuN.d\

BAOAX PEiIGELOI-A.AN KEJat{cAr{ OAERAH XAETUPATEX ACEH UTARA

f. l ilamwa.pfraiak

2 NPWP

3 AbrdwaiibPaFk

4 KduEltr,r Desa 5. RTrRw 6 Kffimdan

7 Kahrp6[ffi I Kode PG

A t iSrmOtekP4*{lW}PBB II
2 L€td( tamh dao a, narlgum

3 KefJrdtar! / CIH 4 RT,, RVt,

5. Kffimen 6. Kab.+slm

Rr*Au€an l.tJOP PBA

Uraaan

1s fii8ffik&tndrdanBrglm

NJOP PEB

1rl FEgaTBEdsi/NlaPe

1A NsE Ssttfl(d

L6
(dEststardr&nAJ
barElJm tEk dapsoleh)

!iX)P PBB,rn

(di6i bgdalan SPPT PBA tat{n tsFrdi
peeleteHdBlm. -)

L6xNJOPPBB/m

T$aar(hm,) 7
.. .u I Rp 11

Rp

BarEffi I 'to
Rp 12. Rp

13. RB

Rp

PEilGHTTUNGAN Dabn R,giah
Nilai PerchtEn Oqek Pqi* ( NPOP ) 1

MriPe{detan Otiek PaiakT.*tak Km Pa}ak ( NPOfiXP ) 2

HjlaipmEfBn Obid( Fbtak Kffi PaFk ( NPOFKP ) atp,kat-4ngka2 3

Be, Psolehae Hsk atss Tmh dan Baqgmn yang terul ar€ i:'r r angr(a 3 4

FsEffi 50q6blw6 , tibah Msid, pembefEn hak ps€eblaan ') 5

Bea Psoiahat Flafi at6 Tffih dan EhrEUmn yang f6rus dibalril c

D. .lrfabsdorarBgdalan

.fl".u"-'*'IYapPr*r*
lu. srco *ne r s<eoe KLRATG BAvAR, s<ee

r_lKt.R^r$ BAYAR TAIBAI]AN l.lcM Tanggal

fl"
fl.

PerEle€adiurgstui lmlrd bq(kdan perdwm KDf No

JJILAHYANG C, SETOR (derpa ang}E) tlbrquHtntl)

&
(bgMr pshauEan C 6 dan pithan d D)

..,Tdl . ........

WAJIB PAJAK/PEI.IYEIOR

ibI{bbffiEIn

DITERIUAOISH:

,IET'PAT 
PEMBAYARAN BPHTB

TANCGAI_ ..... ...

kEEhT.nqcthffiE!-

TEIAH DI VERIVIKASI :

BAOAN PENGELO' AAN KEUA},IGAN DAERAH
KAEJPAIEN ACEH UTARA

'eEEEr4.4aEdhffi|ry

lianfa diasi ol.ft
pttrg6B"l(o

II IIITII
ilorEDdm

l€PPeBB{u

A

tr



SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

BEA PEROLETTAN HAK ATAS TANAH DAN BANGTJNAN

{ESPD - BPHTB)
LemurS

Untuk Bank y.mg dirujuki
Bmdahm PosimmBPKD

Krb. Aceh tltara
BIRtr'T,IN(;SI StsB.{GAI SURAT PE}1BER]TAHU,{N OBIEK P.4JAK PAIAK BLI}TI D.{\ BANGI-IN.IL\

BAOA'{ PEI.(iELOI.AAI' I(E.'A'{GA}I DAERAH KABI'PAIE { AGEH UTARA

," l NanawatbPaFf

2 NPWP

3. Alamt Weiib Parak

4 KduBafi/D6a 5. RTrRW 6 K@mem

7- Kahrpde 8. Kode P6

B. r t{o.ryOb,ehPa}rr{NOP)PBB

2 Lefakbrdr(taoArkrEffi

3 Kelrdu/D€ 4 RT' F'9

5 KffiEEn 6.KdL@a

RfldrEil I|JOPPBA

Uraian

iS fG P€t"bla1Ft t atc tilEh da.l
rEffi

NJOP PBB

1d l-BgE TBEd€irM&a P6a

LE
(ds h$tarah &n ahJ
barqumn fEk diperol€h)

NI{)P PBB i{

(di6i ba(hErltrt SPPT PBB tahun tHradi
peroleMtEk/tahun )

L6 xMXCP Pts8/m

Tilah (b'mi) 7
-.........-... . ._,.....M

q
Rp 11

Rp

Bar8um I
,.-... .-..,..,.-...,...., - ll 10

Rp 12. Rp

13 Rp.

Rp

C PEI.IG}{TTUAIGAN BPIJTB Hrnya drsi bedass*e Dalan Rup
tlitai FwEn Oqek PaiX ( NpOp ) 1

i{*iPerderan Otriek fti?tk Tidak Kffi paJak ( NPOPIXP ) 2

itbi Psobrran ObFk Patak Kem PEak { NpOpKp ) d{kal-arytaz 3

Bea Perolehan l-hk stas Tamh dan BarBmn yarp teru'l arlg 5i, 
^ 

angka 3 4

ftngffi soga,Laffiis , libah w6td pembefBn hal pagEbtaan .)
5

EIE Fqotehil Hafi atG Tilrsfi dan Bar€lm )arg rErus dibqft 6

ll .lrnbhsebe8quston

f:1. *!r..,r", tY8ib P*r(

lo. srro eexre l s<nm xLRAt{G BAvAR , sxpoo
I lKLRAr\rGBAYARTAI;€IAHAN

t$om Tanggai

n"
D.

Pengwangm dihtr$g sdni mirdi bqdeden ptr€tum KDtl No

JJTTLAH YANG U SETOR (derEan ar€ka) ilbts@Hmf)

Rp

(bqdamrlar pqhfwEffiC 6 dan pit|tr d D)

..,rdl . .....,.........

WAJIB PAJAK/PEi{YE.IOR

lhEh{robldtq*

DITERIMAOLEH:

IEMPAT PEUBAYARAN BP'ITB

IANCGAT_ .. ......

hb4hp.9aslhffil-F

TEI.AH DIVERtVtXASt l

BADAN PET.IGELOLAAN KEUANGA}I DAERAH
KABIJPAIEN ACEH UTARA

l*tsEbp.rdEd6l*k{6

ltrnfa diasi oleh
pe&96 EI'XD

II I
tlorlutoLm

}.OP PgBBsu

25 BADAN PENGELOI-d{N Xf T ]ANGAN DA}:RAH

NO'
f{BTtrATLt ACEH T:TARA.

qA

16 l''lcr Sstiffd



26 B,IDAN Pf,NGELr)I-A,q"\ KT|I]A.I\(;AJ\ DALII,{fl

NO'
KABTJP.{TLi{,{CEIT I"JTA&T{i*oh Blotk SqPD BPHIB sfi* Izlmt sbh

Ferftitu.€tr MiOP PBB

Uraian

,S. f*Mffia6trEhdanEElIm

1S f{otr Sqtfl€t

*filait Seaore Bsd#ftan

PerEfurgm Wsib Pr*{(

SIPO BPHIB' SXPB XIJRA'G BAYAR' SI(POB
BAYAR TAI'EAHAN

Peflgw{Emettutgffil{i lmidi

NJOP PgB

14 lBgalrcld,NihFs

Nqw Tanggal

bedffirfEn t5atru l(D+l f"ls

BEA PEROLEI.I,AN TIAK ATAS TANAH DAN BANGTJNAN

(ssPp - BPHTB)

SURAT SE"TORAN PAJAK DAERAH

BIRFL;NGSI Sf,B.{G.{,I SI]IL-{T PE}IIBERTIAHTiA]\ O&IEK PA"IAK PA.'AK BL,MI D.{N B.{.}TGIINAN

L"-ur 1

Untuk lVajib Pajak

AADAia PEllGEl-OL-AAil XEtJAr,KiAtt DAERAH KABI pATEil ACEH UiAIA

r. 1 i6rEwrrblB

? NPWP

3 Aramat\ taJibPalal(

4 ,(dlrets /D6a 5. RTrRW 6 K@matil

8. Ko(b Pc7 K*t,pdm

8., tbBotjekPatd(0',loqPBA

2 Le(d( ta{Eh (kr &J t6rqlJm

3 KdrdB/Ds 4 RT/RW

5 Kffirdilr 6. Kahipdm

dist bqdGatrm( ) Dalam Rupah
r,&riftrdera OqekPdi* ( NPOP ) 1

N** Pee&rEn Obiek Pairk fi&k Kffi P#k ( NPOPIXP ) z

Ff*i PaoHran Obtek PaFk Kffi Pqak { NpOpKp ) arlgka1-a"eke2 3

Eba Psolehan l-lek atss T&dr dcn Bangmn yarE tsularfg i:r r aEr€ 3 4

gengffi so%lffilawh , tibah rctEU pembe(bn hEI F€Eblan ') 5

tuolehan Ih* ah Tmdt dan Aar€lm yang rBrus dibqrs 5

.UMLAH YAI{G Dl SETOR (derEan arEl€)

(b6krl6 pertrihmgm C6 dan Sttihan d D)

(D*ryanHtm{}

WAJIB PAJAK/PEI'IYETOR

- ---- -,.-.....fgt........

hEEbhffiEE,

MEI'GETAHUI :

BPN/PEJABAT LEI.A'!G

,5EEi?.i@dbl*fts

DITERIMA OLEH :

TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB

TAtilGGAl-..... ..

kEEb.Sad6srF

TELAH DI VERIVIKASI :

BAOAN PErcTLON-AAN XEUA}.IGAN DAERAII
KASUPATEN ACEH UTARA

lhb{rT.5"dbffiEE-

}htlra diii oletr
FtrgcEF|(D

iII IIII IIILaEDoltro

)tO? PBI Bru

L@

{dii& lEs tamh dan du
kngum H( diperoleh)

Nff)P PBB /E

(dii bntuariEn SPPT PBB Bre t@di
pedetm haldahun-..)

Lsx RJ@PEIB/m

Ttr€h {brrmi} 7
..,..,......... ........'..M

9 Rp 1.t.
Rp

BarEum 8
...... ........,. ..........x

'to
Rp 12.

Rp.

13. Rp

Rp.

AT

Cp.
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B. Formulir Penelitian SSPD-BPHTB

Contoh Formulir Penelitian SSPD BPHTB

FORMULIR PERI'OHONAN PENELITIAN SSPD - BPHTB

Yam bertanda langan di bay\,ah ini

Namwaiib Pai*

Alsrnd
NO

Bemna int menyanpaikan SSP&BPHTB untuk dite.liti # peroklran hd( atas hnah dan/dau baqgunan sebagai ben:kfi

NOP

Abrd

CarporE

tGcamaLan

Terknp* Dohmen seoaga beritut

(1 ) SSPD{PHTB yErE bhh d ffi( I hlfs tErE€n r4, &n je'las

(4 SPPT PBB

B) Fomopyilerft Wep PaF k berrya KTP / SIM

(.f) Fot@pySu'dwatu'
(5) Fdocopy Alde Jual 8efi (AJB)'

@ FdocopyAce lltdf
fD Sud l(ffi da.i WrSb Pr** &n Fobcopy ldortu KuasawaFb ryak )*
(q Fdo Otid( PaFk(depdr, snpirE kiri dan kanan)

Deilf,&m (f,earp60aan uftf< <la@ r$d<r{on penditim SSPD-APHrB

Narns Waib Paiaft 1 Kuffia Waiib Pajak
KaflrdEs :

l dFr5Ida*Ftu
-l ddai hal.,ih,eko

PENELITIAN
S€lelah rndakukan pemvilsaan chn penehahan SSPD-BPHTB dan Dokurnen Pendukung dari WaiiU p+X, Oergan ini kami rnenyatakan
bEl}rla

- Dda Obi{r( paftk }rang tercarfi.m &kn SSPD-BPHTB tehh sesuai

- N*t' EPHTB teluErg yErE tercartun da*am SSPIBPHTB t€lah sesuaa

- Oo.orneri p€r*.dqrrg perolelEn haka(as tarEh I <hn hrgrrffte*dr lenolq

FurEEi PetalarIan

f
A
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LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR TAHUN 2A22
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK
ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

LAPORAN PEMBUATAN AKTA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DANIATAU
BANGUNAN OLEH PPAT/PPATS

A. Tata Cara Pengisian
Nama PPAT : Diisi nama PPAT yang bersangkutan atau ppAT

Pengganti
Diisi alamat PPAT yang bersangkutan
Diisi NPWP PPAT yang bersangkutan
Diisi daerah kerja PPAT yarrlg bersangkutan
Diisi bulan bersangkutan
Diisi tahun bersangkutan
Diisi nomor urut
Diisi nomor berdasarkan nomor akta yang dibuat ppAT
Diisi tanggal pembuatan akta
Diisi bentuk perbuatan hukum, contoh : jual beli,
hibah dll
Diisi nama, alamat, dan NPWP pihak yang mengalihkan
Diisi Nama, alamat, dan NPWP pihak yang menerima
Diisi jenis dan Nomor Hak
Diisi letak tanah dan bangunan
Diisi luas tanah dan bangunan atau bangunan yang
dialihkan
Diisi harga sesuai akta
Diisi berdasarkan nomor tahun SPPT
Diisi NJOP sebagai dasar penggenaan PBB
Diisi tanggal pembayaran
Diisi tanggal pembayaran
Diisi/mencatumkan keadaan tanah dan bangunan
yang diperoleh/dialihkan dengan keterangan.
Contoh :

- seluruh tanah dan bangunan
- sebagian tanah dan seluruh bangunan
Diisi hubungan keluarga antara pemberian hibah
wasiat dengan penerima hibah wasiat.
Contoh :

- hibah wasiat dari ayah ke anak
Ditulis: -ayah-anak

Alamat
NPWP
Daerah Ke{a
Bulan
Tahun
Kolom 1

Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4

Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom

Kolom 5
Kolom 6
Kolom 7
Kolom 8
Kolom 9 dan 1O

11
t2
13
14 dan 15
16 dan 17
18

A
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B. Format La'poran Pembuatan Akta Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau
Bangunan oleh PpAT/ppATS

,"ARA, t8
(!-----*

THAIB
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B. Format Laporan Pembuatan Akta Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bagunan oleh PPAT/PPATS

Formet Tete PGlaporan Aktr

Nama PPAT
AlEmat

NPWP
Daerah Kerja

LAPORAN BULANAN PEMBUATAN AKTA OLEH PPAT
BULAN TAHUN .........

K€pada Yth,
't. Kepsla Kantor Pcrtenahen Kabup6bn Aceh Utars
2. Kapsla B6dan Pengololaan Kouangan Daorah Kab, Ac.h Utera
3. Kepala Kenlor Pelayanan Pajak Pretama Lhoksoumew6

No.

AKTA
BENTUK

PERBUATAN
HUKUM

NAMA, ALAMAT DAN NPWP JENIS DAN
Letak Tanah

den
Bangunan
(Gempong)

LUAS (M2) HARGA

TRANSAKSI
PEROLEHAN/

PENGALIHAN HAX
(Rp. 00)

SPPT PBB SSB ssP

KET
NOMOR TANGGAL

PIHAK YANG
MENGALIHKAN/
MEMBEBANKAN

PIHAK YANG
MENERIMA

NOMOR HAK TANAH BANGUNAN
NOP

TAHUN
NJOP

(Rp.000) TANGGAL Rp. 000 TANGGAL Rp.000

1 2 3 4 5 6 7 I I r0 11 13 14 15 16 17 18

1

4

dst

,..,.,..,..20,.

NAMA PPAT

h

12



-31-

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

PROSEDUR PENGURANGAN BPHTB

A. Pihak Terkait dalam Prosedur Pengurangan BPHTB
a. Wajib Pqjak, Merupakan pihak yang mengajukan permohonan

pengurangan atas BPHTB terutang menurut surat ketetapan BpHTB
yang telah diterbitkan sebelumnya.

b. SKPK Terkait, merupakan pihak yang menelaah kebenaran informasi
terkait objek pajak yang dimohonkan Pengurangan BpHTB. SKpK Terkait
mempunyai fungsi :

1. Pelayanan, yang menyelenggarakan fungsi :

a. penerimaan, penelaahan dan pemeriksaan permohonan
pengajuan penguruan gan BPHTB;

b. penerbitan Tanda Terima Pengajuan Penguralgan BpHTB;
c. pengajuan data terkait objek pajak kepada Fungsi pengolahan

Data & Informasi;
d. penerbitan Berita Acara Pemeriksaan, dan
e. penerbitan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BpHTB atau

Surat Keputusan Pengurangan BPHTB.
2. Pengolahan Data dan Informasi, yang menyelenggarakan fungsi :

a. penyimpanan dan pengelolaan database terkait objek pqiak, dan
b. penyediaan data terkait objek pajak kepada Fungsi pelayanan

B. Tahapan dalam Pengurangan BPHTB

a. Tahap I
Wajib Pajak mengirimkan Surat Pengajuan Pengurangan BpHTB yang
dilengkapi dengan dokumen pendukung peneajuan pengurangan dan
Salinan Surat Ketetapan BPHTB kepada SKPK Terkait.

b. Tahap II
SKPK Terkait menerima dokumen pengajuan pengurangan BpHTB, dan
kemudian memberikan Tanda Terima Pengajuan Pengurangan BPHTB
kepada Wajib Pajak.

c. Tahap III
SKPK Terkait mengarsip dokumen pengajuan pengurangan, dan
berdasarkan dokumen tersebut, kemudian mengajukan permintaan data
terkait objek pajak dengan menyiapkan Form Pengajuan Data.

d. Tahap IV
SKPK Terkait mengirimkan Form Pengajuan Data kepada Fungsi
Pengolahan Data dan Informasi.

A
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e. Tahap V
Fungsi Pengolahan Data dan Informasi menerima Form pengajuan Data
dan kernudian memperbaharui data terkait objek paiak oalt'natabase
Ohjek Paiak.

f Tahap VI

Fungsi Pengolahan Data dan Informasi mengisikan Form pengajuan Data
dengan data terkait objek pajak.

g. Tahap VII
Fungsi Pengolahan Data & lnformasi mengirimkan Form Pengqjuan Data
{yang telah diisi} kepada SKPK Terkait.

h. Tahap VIII
$KPK Terkait rneneiaah dan memer:iksa pengqiuan pengura.ngan EpHTB
berdasarkan data objek pajak yang telah diterima serta pemeriksaan juga
dilakukan atas kesesuaian antara pengajuan -vang diajukan dengan
ketetapan atau kriteria dalam Peraturan Kepala Daerah.

i. Tahap IX
SKPK Terkait menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan dan Surat
Pennla"kan Pengduan pengurangan BPHTB {untuk yang ditolak} atau
Surat Pengurangan BPHTB {untuk yang disetujuii"

j. Tahap X
SKPK Terkait mengarsipkan Berita Acara Pemeriksaan beserta
lampirannya.

k" Tahap XI

SKPK Terkait mengirimkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan
BPHTB (bag yang ditolak) atau surat Pengurangan BPHTB tbasr yang
disetujui) kepada \ry{ib Fa,iek.

l. T:rhap XII
ttrajib Pajak menerima gurat ketetapan BPHTB dan melakukan
pembayaran sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB.

UTARA,

h**
THAIB



-33-

C. Format Surat Permohonan Pengurangan BPHTB

Lampiran: 1 {satu) berkas
Perihal : Permohonan Pengurangan

BPHTB.

Aceh Utara,

Kepada
Yth. Kepala BPKD Kabupaten

Aceh Utara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
NPWP*)
Alamat
Garnpong/Kelurahan
Kecamatan
KabupatenlKota
Provinsi
No. Telepon

Mengajukan permohonan pengurangan BPHTB sebesar 1OO% (seratus
persen) dari BPHTB yang terutang {berdasarkan Nilai Perolehan Objek
Pajak {NPOP) atau berdasarkan hasil ganti ruSr, dalam hal NPOP lebih
banyak dari hasil ganti rug atas perolehan hak atas tanah dan/atau
bangunan), dengan rincian letak objek pqiak sebagai berikut:
NOP
Alamat
Gampong
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

Alasan mengajukan permohonan adalah karena memperoleh hak atas tanah
dan/atau bangunan {yang terkena bencana danlatau dalam rang}<a
ganti rugi melalui pembelian, dan /atau penggantian tanah sebesar:
Rp

{terbilang .......}

Bersama ini dilampirkan:
tll SSB lembar ke-3;
{2} fotokopi kartu identitas;
{3} fotokopi Akta Pendirian Badan usaha (untuk wajib pajak badan};
(4) fotokopi Akta Pendirian Badan usaha (untuk wdib pajak badan);
{5} fotokopi Akta Jual Beli/Akta Tukar Menukar/Risatah Ielang;
{6} fotokopi SPPT PBB;
{7} fotokopi kartu NPWP;
{B} surat keterangan dari Geuchik/Kepala Instansi;
(9) Surat Kuasa dari Wajib Pajak (apabila diwakilkan).

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajakt"l

MeterailTanda Tangan

{Nama l,engkap Wajib Pqak}

6
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B. Ferhitungan Pengurangen BPHTB sehuhungan Dengan BencaRa
Cont*h I

Wqiib Paj*k A rnemperul*h ganti rugi ata.s ranah dar: kranguns.nr13-a ye;1g
t*rkena trencana"..".... *eban-,ak Rp. rs#"00*.os$,00 {seratus lirna pu}uh
juta rupiah). *ari hasit ga*ti rugi re,rsebnr. wajib pqiak A n:embeli tatrah
dan ba:rgunan di tempat lain dengan harga transaksi sebanyak Rp.
too-sos.0os,oc {seratus jura rupia}r}. NJop ata* humi d*n bangunan yans
dibeli ter$ebut adalah Rp. go.soo.CIoo,oo {eembilan puluh juta rupiah}"
Apabila NpoPTKp di tempat rain tersebut adarah Rp" 6o.oo0.000,oo {enarnpuluh juta rupiah}, maka besarxya BPHTB yang trarus dibayar adalah:

NtrOP
NPOPTK

r'rpOPKP {NOP - NTOTTKP}
EPHTB terhutang = S9_{, x Rp. 4O.fiO0.SSO.SS
Penguransarr E IOS% x Rp. t.OOO.O00.0CI
BPHTByeng harus di bayar

T{POP

hIF*PTK
,{rcPKp {HOP * FipoPTKF}
BPHTB terhutang = Syo x Rp. I4O.OOO.O{IO"OO
Pengurangan = I $O% x Rp. 2.0OO.000.0S
BPH?B yang harus di bayar

= Rp. iOO"0OO_OO0"O0

= &p. $O.Qoo.eQQ.W t - l
= Rp. 40"*SS.*00.0S
* Rp. ?.SOO.0OO.OO

= Bn. -g-ow.$Qoi0o { - }* Rp. lYifuJ

* Rp. 200.S00.000.0il
* Rr.. -60.000-8&8.S0 { - }* Rp. 140.0fi0.S00"0O

= Rp. 7.*OO.OO0.OO

= &p" * 7"".o0o.oo0"O$ { - }
= Rp. trfhri

Conterh 2

$/ajib Pajak B mernperoieh ganti rugi atas tanah dan banguna$n),e yans
tErkena b*ncana...... eebanyak Hp. 20o"so0,oso,ss {dua ratus juta rupiah}"sari hasitr ganti rugi tersebut. wqlib pEek B membeii tanah dan hangunar:
di tempat lain dengian herya transak*.i sebanyak Rp" ioo.oso.ooo,oo {duaratus juta rupiah|- NJotr at*s bumi dan trangunan 3,srrg diboli terseb*tadaleh Rp" lqo.o{}o.0s*,s0 {seratu* *embilan puluh juta rupiah}. ApabitailPoFTKp cli tempat rain tersetrut addah xp. cc-*ao.ooo,0s {*narn pu}*trjuta rupiah), maka beearnya BPHTB yafig harns dibayar adalah:

U"I'AiLE lr
b---**

TAHIB


